
I SALINAN I

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 226 TAHUN 2015

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2015 ten tang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20 I 4,
perlu menetapkan Peraturan Gubernur ten tang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ten tang Perbendaharaan
Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ten tang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ten tang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah;



2

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diu bah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 lenlang Pajak Dm'ruh;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 ten tang Rt'tribusi
Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kecluctukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggola Dcwan Perwakilan
Rakyat Daerah sebagaimana tclah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 len lang Pengelulaan
Keuangan Badan Layanan Umum;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
1nformasi Keuangan Daerah;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang Pcngelolaan
Keuangan Daerah;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 len tang Pecl(lImlil
Penyusunan dan Penerapan Standar Pela~;anan Minimal;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tcntang Pelapnran
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 20 I0 tentang Sl<lnclil\'
Akuntansi Pemerinlahan;

21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun '201 I tcntang Pinjam"ln
Daerah;

22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hib<lh
Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tt'nt~lIlg

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah scbagaimana lelnh
beberapa kali ctiubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dabm
Negeri Nomor 21 Tahun 201 1;

24. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah;

25. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran
Pendapatan dan Be1anja Daerah Tahun Anggaran 2014;

26. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2014 tcntang Perubahan
Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;



Menetapkan
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27. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pcnjabaran
Anggaran Pendapatan clan Belanja Dacrah Tahun Anggaran 201 'I;

28. Peraturan Gubernur Nomor 173 Tahull 2014 tcntang Penjabaran
Perubahan Anggaran Penclapatan clan Belanja Daerah Tahull
Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN i\NGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

Pasa! 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2014 tercliri atas

a. Pendapatan
1. Pendapatan Ash Daerah Rp 31.274.215.885719.00
2. Dana Perimbangan Rp 9.677.533.225.272.00
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp 2.872.551.449.674,00

Jumlah Pendapatan I<p 43.824.300. SIlO. (,(,5 .O(

b. Belanja
1. Belanja Tidak Langsung

al Belanja Pegawai Rp 10.472324.236.817.00
bl Belanja BlInga Rp 1.218.528.851,00
c) Belanja Subsidi Rp 0,00
d) Belanja Hibah Rp 1.462.044387.771.00
e) Belanja Bantllan Sosial Rp 680.155.340.000,00
f) Belanja Bagi Hasil Rp 0,00
g) Belanja Bantllan Keuangan Rp 14 OOS. 706784 ,00
h) Belanja Tidak Terduga Rp 2.136.402124.00

Jum1ah Belanja Tidak Langsung Rp 12.631.884.602.347,00

2. Belanja Langsllng
a) Belanja Pegawai Rp 2.132.264.5S4.976.00
b) Belanja Barang clan Jasa Rp 12.624.396.750.887.00
c) Belanja Moclal Rp 10.411.118.390.249,00

Jumlah Belanja Langsllng Rp 2:;.16777(1.606112,00

Jumlah Belanja I~p 37.79 <). (;(,4 .'2 'l 0;. -I ",'l. Il(

Surplus I<p 6.024.636 262 .2( 16,0(

c. Pembiayaan
1. Penerimaan Pembiayaan Rp 7.593.994.776.473,00
2. Pengeluaran Pembiayaan Rp 4.456.716.331.883,00

Jumlah Pembiayaan Netto -.Ji.l2... 3.1 :n.278.4-1-1.5'JO.OC

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun
Berkenaan (SiLPA) Sebelllm Koreksi r~p 9. 1(, 1.') I ·1. 70!L 7' 16.O(

Koreksi SiLPA (I<p 1.0 17.W7S{,.l.OO

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran TahuI1 [<p 'J.160.<l97.GO'i.233,O(
Berkenaan (SiLPAI
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Pasa12

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Gubernur ini.

Pasal3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran Laporan
Realisasi Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Il
Peraturan Gubernur ini.

Pasa14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Oktober 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2015 NOMOR 61027



Nomor 226 TAHUN 2015

Tanssal 23 Oktobel' 2015

RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014

- --------- _. ]
Realisasl J_~_~ambahI (Berkura~g. )

(Rp.) I % I
--.. ---- - ------- - --- -j--. ---1

4 5 6=43j3

-.. _-- - -------T---;ngg·;ran

I
Setelah

. Perubahan

!

Uraian
Nomor

Urut

-----_._. - -------_. _ .~ __ 4_ ._ _... - ---,._-- .'--"- ----- , -----_._... - .-
. " --_.

1 IPENDAPATAN DAERAH 65.042,099,407,000.00 43,824,300,560,665.83 I (21,217,798,846,334.17) ! 67.38
i

1.1 IPENDAPATAN ASLI DAERAH 39,757,308,437,000.00 31,274,215,885,719.83 (8,483,092,551,280.17) I 78.66

1.1.1 Pajak Daerah 32.500.000.000.000.00 27.050.9~9.023,586.12 (5.449,050.976.413,88) I 83,23

1.1.2 Relribusi Daerah 1.746.418,633.000.00
,

515,162,936,406.00 29.50

I
(1.231,255,696.594.00) I

1.1.3 Hasil Pengetolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 448.856.617,000.00 465.979,962,538.00 17,123,345.538.00 I 103,81
;

1.1.4 ILain-Lain Pendapatan AsH Oaerah 5.062.033,187.000.00

I
3.242,123.963.189.71 (1,819,909.223,810,29) I 64.05

1.2 i DANA PERIMBANGAN I 17,770,000,000,000.00 9,677 ,533,225,272.00 (8.092,466,774,728.00) I 54.46

1.2.1 IDana Bagi Hasil PajakJ8agi Hasil Bukan Pajak

I
17,1384.041.718.000.00 I 9,591,547.943,272.00 (8,092,493.774,728.00) I 54.24

1.2.2 IDana Alokas; Umum 85.958.282,000.00 I 85.985,282,000.00 27.000,000.00 100.03

1.2.3 Dana AJokasi Khusus 0.00 I 0.00 0.00 0,00

1.3 j LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 7,514,790,970,000_00 , 2,872,551,449,674.00 (4,642,239,520,326.00) 38.23

1.3.1 ' Pendapatan Hibah 5.000,000.000,000.00 389,614,752.674.00 (4,610,385.247.326.00) 7.79

1.3.2 Dana Darural 0.00 0.00 0.00 0.00

1_3.3 Dana Bag! Hasil Pajak dad Provinsi dan Pemerinlah Daerah Lainnya 0.00 0.00 0.00 0.00

1.3.4 IDana Penyesuaian dan Olonomi Khusus 2.514.790.970,000.00 2,482,936,697,000,00 (31,854,273,000.00) 98.73

1.3.5 l Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 0.00 0.00 0.00 i 0.00

- .. -
2 BELANJA OAERAH 63,650,106,383,473.00 37,799,664,298,459.00 (25,850,442,085,014.00) 59.39

2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 17,125,171,023,594.00 12,631,884,602,347.00 (4,493,286,421,247.00) 73.76

2.1.1 BELANJA PEGAWAI 13.078,480,359,717.00 10.472.324,236,817.00 (2.606,156,122,900.00) 80.07

2.1.2 BELANJA BUNGA 4.353,828.000.00 1.218.528.851.00 (3.135,299.149.00) 27.99

2.1.3 BELANJA SUBSIDI 0.00 0.00 0.00 0.00

2.1.4 BELANJA HIBAH 2.714,824.096,501.00 1.462,044,387,771.00 (1.252,779,708.730.00) 53.85

2.1.5 BELANJA BANTUAN SOSIAL 1,220.977.869,500.00 680.155,340,000.00 (540.822,529,500.00) 55,71

2.1.6 BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSIiKABUPATENIKOTA DA 0.00 0.00 0.00 0,00

PEMERINTAHAN DESA
2.1.7 BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA 37.309,663.220.00 14,005.706,784.00 (23.303.956,436,00) 37.54

PROVINSIlKABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA
2.1.8 BELANJA TIDAK TERDUGA 69.225,206.656.00 2,136.402.124,00 (67,088,804,532.00) 3.09

Hal. 1 dad 2



, Noma' I I Angga,an I Bertambah I (Be,ku,ang ) Ii uru~ Uraian Setelah Realisasi 1-------'
i---·-~-- ---... h__ 2 ----'--i-·- ._~,,:.~.:~~n t--~------- (R;.) --f--;:;~-;-I
I i

! 22 BELANJA LANGSUNG 46,524,935,359,879.00 25,167,779,696,112.00 (21,357,155,663,767.00) 54.10 j

I 2.2.1 BELANJA PEGAWAI 2,897,845,249,900.00 2,132,264,554,976.00 (765,580,694,924.00) 73.58 I
I 2.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 18,096,459,409,318.00 12,624,396,750.887.00 (5.472.062,658,431.00) 69.76 !
L 2.2.3 BELANJA MODAL 25.530.630.700.661.00 10.411,118.390.249.00 (15,119.512,310,412.00) 40.78

Surplus I ( Defisit) 1,391,993,023,527.00 6,024,636,262,206.83 4,632,643,238,679.83 432.81

3 PEMBIAYAAN DAERAH 7,863,394,716,473.00 7,593,994,776,473.00 (269,400,000,000.00) 96.57

3.1 PENERrMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 7,863,394,776,473.00 7,593,994,776,473.00 (269,400,000,000.00) 96.57

3.1.1 Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggdran Se-belumnya 7,593.994,776,473.00 7,593,994,776,473.00 0.00 100.00

2>.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0.00 0.00 0.00 0.00

3.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Oaerah Yang Djpisahkan 0.00 0.00 0.00 0.00

3. J.4 Penerimaan Pinjaman Oaerah 269,400,000,000.00 0.00 (269,400,000,000.00) 0.00

3.1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 0.00 0.00 0.00 0.00

3. J.6 Penerimaan Piutang Oaerah 0.00 0.00 0.00 0.00

3.2 Pengeluaran Pembiayaan Oaerah 9,255,387,800,000.00 4,456,716,331,883.00 (4,798,671,468,117.00) 48.15

3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0.00 73,101,911.062.00 73.101,911,062.00 0.00

32.2 Penyertaan Modal (Inveslasi) Pemerinlah Oaerah 9,~46,OOO.OOO,OOO.OO 4,370,626,071,289.00 (4.875.373,928,711.00) 47.27

3.2.3 Pembayaran Pokok Utang 9.387.800.000.00 8,169.288.822.00 (1.218.511.178.00) 87.02

32.4 Pemberian ?injaman Daerah 0.00 4,819,060,710.00 4.819,060.710.00 0.00

Pembiayaan Neto (1,391,993,023,527.00) 3.137,278,444,590.00 4,529,271,468,117.00 0.00

3.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan 0.00 9,160,897,609,232.83 9,160,897,609,232.83 0.00

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T PURNAMA

Hal. 2 dari 2



Nemer

Tanggal

226 TAHUN 2015

23 Oktobe c 2015

PENJABARAN LAPORAN REALIS.-\SI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 20]4
----- ---'--,.._.._-_ .._-.'._----~ -------- - --

I URUSAN PEMERINTAHAN

, ORGANISASI
1.20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN

1.20.001 DPRD Propinsi 0.01.00.00.0000.000

'[' - --:;~RE~~ '-"--,-----~-~;;;:~-------rA~~~:~:~:I:h-; Realisasi _+-'-~:e~~~~~:;--!-- -- PENJELASA;"---l-i

! . I .2. :] ;'-1 4 5 =4.3 I
[-------------- JUM~A~ PENDAPATA~L 0.00 ' ------o-.o-o~-·-~~~·-- o.oo-~l-----------.:...t;~~~~~~~_..._-_..J-i

L.~01~00_t;..15 !_I-L_.......jBELANJAOAERAH ,-.•.- .----,----I--.--.--Ji------.---
i 120 1001 i 00 00 P 1 I t I IBElANJA TIDAK lANG SUNG 41,345220,00000 I 37,308,144,04900 14,037,075,951 DOli

~~~~~L00 00 t 5 t 1 I 1 I _. BElANJA PEGAWAI 41,345,220,00000 1 37,308,144,049.00 j (4,037,075,951 DOl

!~~l 001-' 00 00 l_~_j_~!0~..1~~unJan9~ I 29,897,22000000 : 26,823,144,049.001 (3.074,075,951 ~L.-------_._-----!
_' 20 fG'C1 I 00 00 1_5 ~J_'_1_0_11.01 I Gall dan Tunlangan Prmplnan dan Anggota DPRD -F~9.:.~_220 000 00 j__26~23 1':4 0~_--,(,-,3c:O~74~O:c7~5"9~5,,, O~O~I+- -j
120 DOl! 00 00 5 '± I OJ I dee,anJa Penetrmaan lamnya Plmpman dan 11,448,000,00000 I 10,485,000,00000 I (963,000,00000)

r
,.....--rl-. - -,-----, Aa.99Qta.D.EBD-..-Se.r1<I KDtllWKDli- I •• -

120 001] 00 00 5 1 1 L0:!: I 01 TunJanganKomunlkasllntenslfPlmplnandan I 1144800000000 I 1048500000000 I (96300000000)
f-_L...l_...l__L...l._ _ _--...L- .fu19..g2Jot"'.QO;:P!iRO!L~~ ...l L L ..L -1

Hal. 1 dan 12154



I URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

1.26

1.26.007

PERPUSTAKAAN

Hal. 7683 dari 7684
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